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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1] TAHUN 2019

TENTANG

ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Per uran
Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden
Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi }' usus Non Fisik
Bidang Kesehatan, maka Peraturan Buy 1 sebag: nana
dimaksud pada huruf a periu dilakukan penvesuaian:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bi ati Barito Utara
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I di Kalimantan [(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 N nor 9} sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran agara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali ¢ ibah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, ! erah Tingkat I!
Tapin dan Daerah Tingkat [I Tabalong dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Len aran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27506);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari ko apsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Ind esia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind 1esia
Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lemharan Negara Republik Ind 1esia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teniang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #+400j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Le baran Negara
Republik I[ndonesia Tahun 2004 Nomor J4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemharan Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indont a Tahun 20143
Nomor 244, Tambahan bLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  egara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 fentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Nketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran ‘:gara
Republik [ndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi! Keuangan Daerah (Lembaran ‘:gara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155}

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran :gara
Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7! Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2070 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165};
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah [Lembaran Negara Republik Indomt a Tahun 2012
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
hkeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Wan
Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60357);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelavanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomar 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701}:

Peraturan Daerah Kahupaten Barito Utara Non r 3 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banto Utara Tahun 2010 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Non 1 1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAJIIAN KREDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019,
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2. Netentuan pada Lampiran |, Lampiran Il dan Lampiran Ill  ubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, Lampiran |l dan Lampiran [l
vang merupakan b ian tidak terpisahkan dart Peraturan Bupar int.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2019

ARITO UTARA.

ALSYAH
Mune 1+ %an di Muar Teweh
pada tanggal 26 Maret 2019

I3 DAERAH,
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» ABIDIN

'AH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan  suai dengan aslinva
REPALA BAGIAN HUKLM.

F K FAUZI
NIPO 19710921 199803 1 004












